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TENTANG

PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

Menimbang

Mengingat

BUPATI GROBOGAN,

bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah,
maka Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 061 /473/2022
tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Grobogan Nomor 061/595/2023 tentang
Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor:
061/473/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan
dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
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Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai
pedoman bagi penyusunan kebijakan di  bidang
ketatalaksanaan, kelembagaan dan kepegawaian di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Keputusan ini menjadi pedoman pokok dalam penyusunan
formasi, pengangkatan dalam jabatan dan perencanaan
kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Selain berpedoman pada Keputusan ini, penyusunan formasi
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA juga
memperhatikan batasan anggaran belanja tertinggi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Bupati
Grobogan Nomor: 061/473/2022 tentang Penetapan Hasil
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 061/595/2023
tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Grobogan Nomor:
061/473/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2 Desember 2024
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